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ABSTRAK 
 

Nama :  Ronny Roy Hutasoit 
Program Studi :  Pascasarjana 
Judul : Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak 

Terutang (Onverschulddigde Betaling) Dalam Rangka 
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Kasus 
Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto). 

 
Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran 
tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai  alternatif dasar gugatan 
perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama 
ini.Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar 
gugatan yang digunakan selama ini belum memberikan hasil yang optimal dalam 
rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan yang 
dijadikan dasar gugatan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi mantan 
Presiden Soeharto, adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan mantan 
Presiden Soeharto bersama-sama dengan Yayasan Beasiswa Supersemar telah 
menyalahgunakan dana yayasan dan bukannya pembayaran tidak terutang 
(onverschulddigde betaling) Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil 
penelitian menyarankan agar adanya penambahan pengetahuan secara kontinyu 
terhadap para penegak hukum (khususnya penuntut umum) terkait pemahaman 
konsepsi gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian 
kerugian keuangan negara, bahwa terdapat banyak instrumen hukum perdata yang 
dapat digunakan sebagai dasar gugatan guna mengoptimalkan pengembalian 
kerugian keuangan negara dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan 
instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) 
sebagai dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.  
 
 
Kata kunci: 
pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling), korupsi, kerugian 
keuangan negara 
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ABSTRACT 
 

Name   : Ronny Roy Hutasoit 
Study Program : Postgraduate 
Title :The use of civil legal instrument of non indebtedness 

payment (onverschulddigde betaling) in the Framework of 
Financial Losses of State Returns (Study of former 
President Soeharto Corruption Case) 

  
 
The focus of this study is the use of civil law instruments of non indebtedness 
payment (onverschulddigde betaling) as an alternative basis of a civil lawsuit of 
corruption in order to optimize the return on the state's financial losses, other than 
the basic claim that is used during. In corruption case of former President 
Soeharto, proven basis for a lawsuit which was not providing optimal results in 
order to return the state's financial losses. This is because the basis for a lawsuit in 
a civil lawsuit corruption of former President Soeharto, is due to illegal actions of 
former President Soeharto with Supersemar Scholarship Foundation has been 
misused foundation funds, and instead of non indebtedness payment 
(onverschulddigde betaling). This study used normative methods. Results of this 
study give suggestion that the addition of a continuous knowledge of the law 
enforcement agencies (particularly the public prosecutor) conception of 
understanding related to a civil lawsuit of corruption in order to return the state of 
financial loss, that there are many civil legal instruments that can be used as the 
basis for the lawsuit to optimize the return on financial losses state and needs to 
be disseminated about the existence of civil law instruments of non indebtedness 
payment (onverschulddigde betaling) as the basis for civil lawsuits of corruption 
in order to optimize the return on the state's financial losses in cases of corruption 
 
 
Keywords: 
civil legal instrument of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling), 
corruption,  The state's financial losses 
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